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WALIKOTA BUKITTINGGI 

 

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI 

NOMOR : 13  TAHUN 2012 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 18 

TAHUN 2011 TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA 

KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2012 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA BUKITTINGGI, 

 

Menimbang : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

a. bahwa dengan adanya perubahan harga dan masih adanya jenis barang 

kebutuhan Pemerintah Kota Bukittinggi yang belum terakomodir 

dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2011 tentang 

Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota 

Bukittinggi Tahun 2012, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan 

dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf “a” di 

atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang 

Perubahan Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2011 

tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah 

Kota Bukittinggi Tahun 2012.      

 
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 

Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor20); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Peyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor no 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
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6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah   

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan            

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah    

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234);   

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor  

4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/ Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  4609), yang telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  4855); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi 

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  4737); 

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / 

Jasa Pemerintah, yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 

35 Tahun 2011;  

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang beberapa kali telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Pedoman  Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran  Daerah Kota 

Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05); 

16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor  08 Tahun 2006 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota 

Bukittinggi Tahun 2006-2025; (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi 

Tahun 2006 Nomor 08); 

17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008  tentang         

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran  Daerah Kota 

Bukittinggi Tahun 2008  Nomor 03); 

18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota 

Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04); 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : 

 

 

 

 

 

Pasal I 

 

1. Mengubah sebagian Lampiran dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 

2011 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota 

Bukittinggi Tahun 2012, (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 18), 

yang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini.  

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota 

Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04); 

20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi 

Tahun 2008 Nomor 07); 

21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2008  tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan 

Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota 

Bukittinggi Tahun 2008 Nomor  10); 

22. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota 

Bukittinggi Tahun 2011-2015, (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 

2010 Nomor 13); 

23. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 

2012 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 21).      

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI 

NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG STANDARISASI HARGA 

BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTA 

BUKITTINGGI TAHUN 2012 
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Pasal II 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini 

dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi. 

 

 

Ditetapkan di  : Bukittinggi  

Pada tanggal  : 22 Mei 2012 

 

 
 

Diundangkan di  : Bukittinggi 

Pada tanggal   : 22 Mei 2012 

 

 

 

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2012 NOMOR 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


